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ABSTRAK

Nama : Munawir Abdul Kamal
NIM : 10500112066
Judul : Tinjauan Yuridis Kekual6tan Hukum Pembuktian Rincuk

Dalam  Perkara Perdata (Studi Kasus  Nomor
207/PDT.G/2006/PN.MKYS)

Pokok masalah penelitian ini adalah tentang kedudukan Hukum rincik
sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan kekuatan Hukum pembuktian rincik
dalam Perkara perdata berdasrkan Putusan Nomor 207/Pdt.G/PN. Makassar yang
selaanjutnya dibagi kedalam beberapa submasalah atau pernyataan penelitian,
yaitu: 1) Bagaimanakah kedudukan Hukum rincik sebagai alat bukti dalam
perkara perdata?, 2) Bagaimanakah kekuatan Hukum pembuktian rincik sebagai
alat bukti dalam perkara perdata?

Tujuan yang akan dicapa dari penelitian ini adalah: a) Memberikan
analisa mengenai kedudukan Hukum rincik sebagai alat bukti dalam perkara
perdata, b) Untuk mengetahui kekuatan hukum rincik sebagai alat bukti dalam
perkara perdata. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan
penelitian dengan memilih lokasi penelitian yuridikss PN Makassar dengan
pertimbangan dapat memudahkan penulis untuk mengadakan dan memperoleh
data yang diperlukan. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data, maka penulis
menggunakan teknik pengumpulan melalui pengkajian berbagai referensi yang
relevan dengan masalah yang di bahas, baik yang bersumber dari referensi manual
maupun dari elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kedudukan hukum rincik
sebagal alat bukti dalam perkara perdata termasuk ke dalam alat bukti surat.
Kekuatan Hukum pembuktian rincik sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah
cukup dan mengikat karena di dukung oleh alat bukti pendaftaran sementara.

Implikasi dari penelitian ini adalah kurangnya kesadaran, pemahaman,
disiplin dan pengawasan terhadap pemohon/pendaftar atau peabat yang
berwenang dianggap memudahkan terjadinya penyalagunaan jabatan dan
kekuasaan seperti dalam studi kasus diatas, jika hal seperti ini dapat diminimalisir
dengan melakukan pengawasan yang baik dan kesadaran bagi pihak yang terlibat,
maka tidak akan ada pihak yang saling mengkalim satu sama lain dan dikarenakan
lamanya waktu yang dibutuhkan dan sulitnya mencari keautentikan suatu
sertipikat maupun akta yang dianggap rahasia namun sebenarnya dibutuhkan
publikas yang meluas untuk itu, maka dibutuhkan suatu terobosan untuk
mempermudah, bahkan mempercepat hal ini. Contohnya dengan sistem online.

viii



BAB |
PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Tanah, tanah merupakan lapisan terluar permukaan bumi yang selalu
menjadi perdebatan, ketika esensi akan tanah tersebut menjadi obyek sengketa
terhadap persepsi yang berbeda, perbedaan-perbedaan tersebut dapat pula terjadi
sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati namun tidak
memenuhi unsur kepastian hukum didalamnya. Obyek hak atas tanah yang
menjadi persengketaan yang semestinya mendasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, serta peraturan-peraturan
lainnya yang mengatur hak atas tanah di negara ini. tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberi wewenang
kepada negara yang diantaranya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan serta mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak-hak penguasaan atas tanah di dalam UUPA diatur dan sekaligus

ditetapkan di antaranya adalah hak-hak perorangan/individual yang memiliki



aspek perdata’ Hak perorangan/individual ini, termasuk hak atas tanah
negara, UUPA menentukan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari Hak Milik; Hak
Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah;
Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-
hak tersebut di atas, termasuk Hak Pengelolaan. Hak perseorangan/individu
adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan,
sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti
menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.
Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan.
Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang
hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu
bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan
kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang
tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta

menghindari sengketa dengan pihak lain.?

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas
tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan
sertifikat. Untuk itu setigp orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas
tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka
penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain, wajib
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada

dasarnyatidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

'Soni Harsono, Makalah Disampaikan dalam Seminar Memperingati HUT UUPA XXXII
(Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti, 1992)

’Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas
Tanah (Jakarta: Bina Cipta, 2006), h. 23.



Di Indonesia Hak atas Tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam
bentuk sertifikat hak atas tanah sebagal aat pembuktian yang kuat yang ditindak-
lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan
ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA, sertifikat hak atas
tanah belum menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan
perundang-undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki
tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara
keperdataan, baik ke peradilan umum atau menggugat Kepala Badan Pertanahan
Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya gugatan ke pengadilan umum
atau Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan sertifikat mempunyai dua sisi,
yaitu sisi keperdataan dan sis yang merupakan bentuk keputusan yang bersifat
penetapan (beschiking) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanah sebagai
pejabat tatausehanegara.  ° Banyak sekali perkara yang menunjukkan bahwa
terhadap sertifikat dapat digugat. Seperti contoh gugatan terhadap sertifikat oleh
pemegang Rincik yang dalam beberapa kasus dapat mengalahkan kedudukan
sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah bukan bukti
kepemilikan yang mutlak. Bila pandangan lembaga penegak hukum seperti
Pengadilan masih menganggap Rincik sebagal alat bukti kepemilikan, maka
dimana kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Maka di sinilah
dituntut kepastian dan keadilan hukum agar terwujudnya suatu kemanfaatan,
sebagaimana tujuan hukum yang banyak didefenisikan oleh para ahli dan secara

tekstual dinyatakan QS al-Nisa/4: 135. Mengenai proses penegakan keadilan

*Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktik, Cetakan |
(Bandung: Mandar Maju, 1977), h. 46.



dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimanadiatur dalam QS al-Nis
a/4: 135 sebagai berikut:

o~ o I or - s o8 o ° - P 2 8 2 - -

ol f (St oy i Ll Gl 18 5T 1

s -

z s_ s 1 . 0% H 2 %
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi
saks karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan
bapak dan kerabatmu. Jika ( dia yang terdakwa) kaya tau miskin, maka
Allah lebih tau kemaslahatannya ( kebaikannya) maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu
memutarbalikan ( kata-kata) atau enggan menjadi saks maka ketahuilah
Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan.*

Bahwa pada tangga 4 oktober, 2006, Ince Baharuddin alias Baharuddin
(selanjutnya disebut “penggugat 1”) dan Ince Rahmawati alias Rahmawati
(selanjutnya disebut “penggugat 11”) yang secara bersama-sama disebut “Para
Penggugat” mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor
207/Pdt.G/2006/PN. Mks pada tanggal 4 Oktober 2006 (selanjutnya di sebut
“perkara No. 207/2006” Terhadap PT. Pelindo IV (selanjutnya disebut “Tergugat
I”), PT. Pertamina VII (selanjutnya di sebut “Tergugat II"”), Pemerintah Kota
Makassar (selanjutnya disebut “tergugat 111”) dan juga BPN Kota Makassar
(selanjutnya disebut “tergugat 1\V”").

Untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti
diantaranya:

1. Simna Boetaya yang memuat catatan tanah (Rincik) (vide Bukti P.1)
2. Surat Tandah Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (vide Bukti P.2)

*Kementrian Agama Rl, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Jawa Barat: Sygma Creative
Media Corp, 2014), h. 99.



3. Surat Kepala Dinas Luar Tingkat | Ipeda Ujung Pandang (Vide Bukti P.3)
4. Surat yang di buat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat | Ipeda Ujung
Pandang (Vide Bukti P.4)
5. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang Bumi dan Bangunan (Vide Bukti P.5)
6. Surat keterangan warisan pada bulan Maret 2000 (Vide Bukti P. 6)
Kemudian Atas gugatan tersebut Tergugat | menyangkal karena secara de
facto tanah telah dikuasai sgjak tahun 1922 dan secara de jure sgjak tahun 1993
yang kemudian di sewakan kepada tergugat II. Dalam pembuktian tergugat |
Telah mengajukan Bukti-bukti diantaranya:
1. Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (Vide Bukti T.1.1)
2. Staatblad Nederlandsch Indie 1922 Nomor 173 (Vide Bukti T.1.2)
3. PetaMakassar en omstereken (Vide Bukti T.1.3)
4. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1993 Kelurahan Ujung Tanah,
Kecamatan ujung Tanah,Kota Madya Ujung Pandang (Vide Bukti T.1.4)
5. Surat Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan nasional (Vide Bukti T.1.5)
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM .85/Tahun 1999 (Vide Bukti T.1.6)

Atas adanya gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah
Memberikan putusan tanggal 8 Januari 2008 yang dimenangkan oleh “Tergugat”.
Perkara ini kemudian berlanjut dengan adanya Permohonan Kasasi ke Mahkamah
Agung yang memberikan Putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk
sebagian atau dimenangkan oleh “Penggugat”.

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji
bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam
bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian
Rincik Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Nomor

207/Pdt.G/2006/PN.Makassar)”.



B. FokusPenelitian dan Deskrips Fokus
Kekuatan hukum alat bukti Rincik dalam perkara perdata antara Ince
Baharuddin alias Baharuddin (selanjutnya disebut “penggugat 1”) dan Ince
Rahmawati alias Rahmawati (selanjutnya disebut “penggugat 11”) yang secara
bersama-sama disebut “Para Penggugat” melawan PT. Pelindo 1V (selanjutnya
disebut “Tergugat 1”), PT. Pertamina VII (selanjutnya disebut “Tergugat I1”),
Pemerintah Kota Makassar (selanjutnya disebut “tergugat I11”) dan juga BPN
Kota Makassar (selanjutnya disebut “tergugat 1\V”) yang berlangsung di PN.
Makassar.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis
merumuskan permasal ahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Rincik sebagai alat bukti dalam perkara
perdata?
2. Bagaimanakah kekuatan Hukum pembuktian Rincik sebagai alat bukti dalam
perkara perdata?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:
a. Memberikan analisa mengenai kedudukan Hukum Rincik Sebagai aat bukti
dalam perkara perdata.
b. Untuk mengetahui kekuatan hukum Rincik sebagai alat bukti dalam perkara
perdata.
2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunya kegunaan sebagai

berikut:



a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum acara perdata pada
khususnya.
b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan
saran menegenai kedudukan atau kekuatan hukum alat bukti rincik kepada
penegak hukum dan pgabat insatanss pemerintah yang menangani dan
menerbitkan dokumen dokumen hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas

tanah.



BAB ||
TINJAUAN TEORITIS
A. Arti Membuktikan

Membuktikan mengandung beberapa pengertian, antara lain:* Kata
membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan di sini berarti memberi
kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak
memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu axioma, yaitu asas-asas
umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian
yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Berdasarkan suatu axioma bahwa dua garis yang segjgar tidak mungkin
bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin
sgjgar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali
itu pembuktian berlaku bagi setiap orang. Di sini axioma dihubungkan menurut
ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari
pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian mutlak.
Kata membuktikan dalam arti konvensionil. Di sinipun membuktikan berarti juga
memberi kepastian, hanya sgja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang
nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka yang bersifat intuitif
(convention intime).

2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction rasionee).

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi 8 (Y ogyakarta: Penerbit
Liberty, 2009), h. 136-137.



Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu
hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang
berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan,
akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensionil yang bersifat khusus.
Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara
atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti
yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa
pengakuan, kesaksian, atau surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka
dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak
lain merupakan pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang telah
terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, maka
membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa
pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-
peristiwa tertentu dianggap benar.

B. JenisjenisAlat Bukti Perdata

Menurut Sistem HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-
alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui
alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti
yang disebutkan oleh undang-undang adalah : alat bukti tertulis, pembuktian
dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (ps. 164 HIR, ps.
1866 KUH Perdata).

1. Alat Bukti Tertulis
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Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan,
atau hal-hal tertentu. Menurut Sr Ronald Burrows dalam bukunya “Phipson on
the Law of Evidance” mengklasifikasikan pembagian atas alat bukti primer
(primary evidence) dan aat bukti sekunder (secoundary evidence). Alat bukti
yang primer adalah alat bukti yang diutamakan sedangkan alat bukti sekunder
adalah aat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada. Dalam
hukum acara perdata Indonesia, alat bukti primernya adalah aat bukti tertulis,
khususnya alat bukti akta autentik.> Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa
macam alat bukti tertulis diantaranya sebagai berikut.

Pertama adalah surat ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran
seseorang dan dipergunakan sebagal pembuktian. Surat sebaagai alat bukti tertulis
dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta
sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Kedua adalah akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan,
yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat
sgjak semula dengan senggja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat dibuktikan
menjadi akta sebuah surat haruslah ditandatangani.

Akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan pegabat yang berwenang untuk itu ditempat

akta dibuat (ps. 1868 KUH Perdata).

’Achmad Ali & Wiwie Heryani, “Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata™, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2012 h. 75.
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Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik dibuat
oleh atau dihadapan peabat yang berwenang yang disebut pejabat
umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap - tidak berwenang
atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata : akta tersebut tidak
sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagal akta otentik; namun akta yang
demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian
oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat
antara para pihak yang berkepentingan. Akta dibawah tangan dirumuskan dalam
Pasal 1874 KUH Perdata, yang mana menurut pasal diatas, akata dibawah tangan
iaah :

a. Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan.

b. Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang..

c. Secara khusus ada akta dibawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh
paling sedikit dua pihak.

Akta pengakuan sepihak ialah akta yang bukan termasuk dalam akta
dibawah tangan yang bersifat partai , tetapi merupakan surat pengakuan sepihak
dari tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak maka
penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata.
Dengan demikian harus memenuhi syarat:

a. Seluruh is akta harus ditulis dengan tulisan tangan s pembuat dan s

penandatangan;
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b. Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut
didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.
Selanjutnya ada penambahan alat bukti tertulis yang sifatnya melengkapi
namun membutuhkan bukti otentik atau butuh alat bukti aslinya, diantaranya
adalah alat bukti salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti fotokopi. Namun
kembali ditegaskan kesemuanya aat bukti pelengkap tersebut membutuhkan
penunjukan barang aslinya.
2. Alat Bukti Kesaksian
Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-
1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim
dipersidangan tentang peristiwva yang dipersengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak
dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi, keterangan yang
diberikan oleh seorang saks haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri,
sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk
dalam suatu kesaksian.
Menurut G.W.Patton aat bukti bersifat oral adalah aat bukti yang
diucapkan secara lisan, termasuk kesaksian dan sumpah.®
3. Alat Bukti Persangkaan
“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh

hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa

3Achmad Ali & Wiwie Heryani, “Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata”, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2012. h.74.
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yang tidak diketahui umum?”, pasal 1915 KUH Perdata. Kata lain dari persangkaan
adal ah vermoedem yang berarti dugaan atau presumptive.
4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam HIR pasal 174-176 dan
KUH Perdata pasa 1923-1928. Pengakuan merupakan sebuah keterangan
sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan
merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah
member kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat
bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran
suatu peristiwa.

Menurut Subekti persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu
peristiwa yang telah “terkenal” atau yang dianggap terbukti ke arah suatu
peristiwa yang "tidak terkenal”, dalam artian sebelum terbukti. Atau dengan kata
lain bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu
fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi
pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan,
dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesmpulan yang mendekati
kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnyatidak diketahui.*

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau

diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat

Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan

* http://www.rumahpintarr.com/2016/09/macam-macam-dan-landasan-alat-bukti.html
(diakses pada tanggal 1 November 2016)
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atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Namun, Menurut Wirjono
Prodjodikoro, sebetulnya sumpah bukanlah sebagai aat bukti. Yang sebetulnya
menjadi aat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berperkara dengan
sumpah.®

HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai aat bukti, yaitu:

a. Sumpah Supletoir/Pelengkap (Pasal 155 HIR)

Sumpah supletoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena
jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang
menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

b. Sumpah Aestimatoir/Penaksir (Pasal 155 HIR)

Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena
jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
c. Sumpah Decisioir/Pemutus (Pasal 156 HIR)

Sumpah decisioir adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah
satu pihak kepada lawannya. Berlainan dengan sumpah Supletoir, maka sumpah
decisioir, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali,
sehingga sumpah decisioir, ini dapat di lakukan setiap saat selama pemeriksaan di
persidangan.

6. Pemeriksaan Setempat
Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah

pemeriksaan setempat, namun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam

> http://www.informasiahli.com/2015/08/alat-bukti-perdata-sumpah.html (diakses pada
tanggal 1 November 2016)
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Pasal 1866 KUH Perdata. Sumber formil dari pemeriksaan setempat ini adalah

ada pada pasal 153 HIR yang diantaranya memiliki maksud sebagai berikut :

Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang
sidang dapat dipindahkan ke tempat objek yang diperkarakan.

a. Persidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadaan objek
tersebut ditempat barang itu terletak.

b. Dan yang melakukannya adalah dapat seorang atau dua orang anggota

Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera.
7. Saksi ahli/Pendapat ahli

Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya,
perlu dipahami dengan tepat arti dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan
perkara yang bersangkutan.

Secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan
khusus dibidang tertentu. Raymond Emson menyebut, specialized are as
of knowledge. Jadi menurut hukum seseorang baru ahli apabila dia:

a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi,

b. Spesidisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalaman,

c. Sedemikian rupa spesiaisasinya menyebabkan ia mampu membantu
menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa (ordinary people).
Dari pengertian diaatas tidak semua orang dapat diangkat sebagai ahli.
Apaagi jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa, spesialisasinya

mesti sesuai dengan bidang yang disengketakan.
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C. JenisAlat Bukti Hak Atas Tanah
1. Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting.
Hubungan antara manusia sangat erat, seperti yang telah dijelaskan bahwa tanah
sebagal tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Dalam
konsiderans UUPA dinyatakan bahwa perlu adanya hukum agraria nasional, yang
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Juga, bahwa adalah hukum adat. Hal
tersebut menunjukan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan
Hukum Tanah Nasiona kita. Dalam pembangunan hukum tanah nasional, Hukum
adat berfungsi sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang
diperlukan. Adapun dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasiona Positif,
norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi.

Daam pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum adat merupakan
sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa konsepsi, asas-asas dan
lembaga lembaga hukumnya, untuk di rumuskan menjadi norma-norma hukum
yang tertulis, yang di susun menurut sistem Hukum Adat.

Hukum tanah adat terdiri dari dua jenis, pertama hukum adat tanah masa
lampau. Hukum tanah masa lampau adalah hak untuk memiliki dan menguasai
sebidang tanah pada zaman penjgjahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman
Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun
tertulis. Jadi, hanya berdasarkan pengakuan. Ciri-ciri Tanah Hukum Adat masa
lamapau adalah tanah-tanah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau

sekelompok masyarakat adat yang mememiliki dan menguasai serta menggarap,
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mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku,
dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada di lokas
daerah tersebut, dan atau mempunya tanda-tanda fisk berupa sawah, ladang,
hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa
daerah sesuai dengan daerah yang ada di Negara Republik Indonesia.

Kedua, hukum tanah adat masa kini, yaitu hak memiliki dan menguasai
sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 dan bukti autentiknya
berupa:

a. Rincik,Girik, Petuk Pagjak, Pipil

Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya,
yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai
daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah
setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui
keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-
macam. Menurut Budi Harsono, rincik, girik, petuk pagak, dan pipil yang
fungsinya sebagal surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan
rakyat dianggap dan diperlukan sebagai tanda-tanda bukti pemilikan tanah yang
bersangkutan.

b. Hak Agrarisch Eigendom

Hak agrarisch eigendom adalah suatu hak ciptaan pemerintah Belanda
yang bertujuan akan memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas
tanah yang kuat.

c. Milik Yasan
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Milik Yasan adalah tanah-tanah usaha bekas tanah partikelir yang
diberikan kepada penduduk yang mempunyainya dengan hak milik (hak yasan =
hak milik adat). Lihat ketentuan pasa 5 UU No. 1 Tahun 1958 tentang
penghapusan tanah-tanah partikelir.

d. Hak atas Druwe

Hak atas Druwe adalah istilah hak milik yang dikena di lingkungan
masyarakat hukum adat Bali.
e. Hak atas Druwe Desa

Hak atas Druwe Desa adalah bila masyarakat membeli tanah untuk dipakai
buat kepentingan-kepentingannya sendiri, maka disini dapat disebut “hak
miliknya” dusun atau wilayah. Dikenal dalam masyarakat Bali dengan istilah hak
atas druwe desa
f. Pesini

Pesini iyalah harta kerabat tak terbagi-bagi yang di minahasa di sebut
dengan barang kalakeran. Mengenal keadaan tetap tak terbagi-baginya barang
yang diperoleh atas usaha perseorangan, yaitu barang pesini, misalnya tanaman-
tanaman diatas tanah kalakeran, maka bila pemiliknya itu mati lantas diwarisi
sebaga harta bersama dari golongan anak cucunya orang yang meninggal dunia
itu. Jadi golongan anak cucunya merupakan sebagaian kecil dari kerabat
seluruhnya yang memiliki harta kelakeran.

g. Grant Sultan
Grant Sultan adalah semacam hak milik adat, diberikan oleh pemerintah

Swapraja, khusus bagi kawula swapraja, dan didaftar di kantor pejabat swapraja.
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h. Landerijenbezitrecht

Tanah-tanah Landerijenbeztrecht oleh Gouw Giok Song di sebut tanah-
tanah tionghoa, karena subjeknya terbatas pada golongan Timur Asing, terutama
golongan Cina.
i. Altijddurende Erfpacht

Altijddurende Erfpacht adalah pemilikan tanah persil yang berada di
bahwa sewa turun-temurun untuk selama-lamanya. (S.1915 No. 207, Pasal 1 ayat
(1), dalam terjemahan beberapa Sataatsblad dan Bijblad tentang Pengaturan
Tanah Partikelir, Jakarta, 5 juli 1988, him. 4). Golongan timur Asing di sekitar
Jakarta banyak yang mempunyai tanah di atas apa yang disebut “tanah partikelir”
dengan “hak usaha”, seperti orang-orang pribumi.
j. Hak Usaha atas Tanah Bekas Partikelir

Tanah usaha adalah bagian-bagian tanah partikelir yang dimaksud dalam
pasal 6 ayat (1) dari peraturan tentang Tanah-tanah partikelir (S.1912-422). Lihat
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang penghapusan Tanah-tanah
Partikelir. Pasal 6 ayat (1) S.1912 Nomor 422 mengatakan: “Semua tanah yang
oleh penduduk pribumi dan penduduk yang disamakan oleh mereka diolah,
digarap atau dipelihara atas biaya dan resiko sendiri untuk di jadikan tempat
tinggal atau semacam itu, kecuali kekecualian yang terdapat dalam reglemen ini,
dianggap diberikan sebagai Tanah Usaha, dengan syarat membayar kepada Tuan

Tanah, pungutan-pungutan yang dalam hubungan itu harus dibayarnya (RPL.8v)”
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k. FatwaAhli Waris

Fatwa Ahli waris adalah jawab (keputusan, pendapat) yang di berikan oleh
Mufti terhadap suatu masalah (dalam hal ini masalah pewarisan)®
|.  Akte Peralihan Hak

Akte Peralihan Hak adalah perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa peralihan hak karena jua beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan, dan perbutan hukum pemindaan hak lainnya,
peralihan hak karena warisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan
perseroaan atau koperasi dan peralihan hak tanggungan.’

m. Surat Segel di Bawah Tangan

Surat Segel di Bawah Tangan yaitu perbuatan hukum mengenai peralihan
sebidang tanah atas kesepakatan para pihak dan pemberi sepihak yang tidak dibuat
oleh pgabat yang berwenang. Perbuatan hukum semacam ini pada umumnya
dilakukan masyarakat dan badan hukum sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah.

n. Surat Pgjak Hasil Bumi (Verponding Indonesia)

Surat Pajak Hasil Bumi (Verponding Indonesia) adalah tanah-tanah yang
dimiliki dan dikuasai oleh pribumi yang berada di atas hak-hak barat dulunya.
Kemudian didaftar di Kantor Pgjak Pendaftaran Daerah dulunya sekitar Tahun
1960 sampai dengan Tahun 1964. Khusus di wilayah DKI Jakarta, surat pajak

hasil bumi (Verponding Indonesia) ini di Kantor Pgjak Pendaftaran Daerah telah

® Departemen P&K Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edis kedua, (Jakarta: Balai
Pusataka, 1991) h. 275.

" Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Pasal 94 ayat (1) dan (2) huruf a,b,c, dan e
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diserahkan kepada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI
Jakarta dan riwayat tanahnya dapat diperoleh dari Kanwil BPN Provinsi DKI
Jakarta. Dan kalau di mohon haknya biasajadi hak milik.

0. Hak-hak Lainnya Sesuai Dengan Daerah Berlakunya Hukum Adat tersebut

Selain hak-hak di atas, masih terdapat hak-hak tanah adat sesuai dengan
perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan.

2. Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Hak milik oleh UUPA diatur dalam pasa 20 s.d Pasal 27. Belum ada
Undang-undang tersendi yang mengatur mengenai Hak Milik, yang memang perlu
dibuat berdasarkan pasal 50 ayat (1).2
a. Pengertian

Daam UUPA, pengertian hak milik dirumusakan dalam pasal 20 UUPA
yakni:

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasa 6;
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Sifat-sifat dari hak milik membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak
milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas
tahan. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang
“mutlak, tak terbatas dan tidak dapat di ganggu gugat” sebagai mana hak
eigendom menurut pengertian yang adli dulu. Sifat yang demikian akan terang
bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-

kata “terkuat dan terpenuhi” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak

8 Adrian Sutedi. “Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya”. Cetakan Keempat.
Sinar Grafika, Jakarta, 2010. h. 42.



22

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainya, yaitu untuk
menunjukan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak
miliklah yang “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.
b. Subjek Hak Milik

Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah, maka hanya warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan
dalam pasal 21 UUPA:

(1) Hanyawarga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik

(2) Oleh pemerintah di tetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai
hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini hilanganya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak
milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut terhapus karena hukum dan
tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan dan tanahnya jatuh pada
Negara, dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung.

(4) Selama seorang disamping kewarganegaraan indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing maka iya tidak mempunyai tanah dengan hak
milik dan bagianya berlaku ketentuan dalam ayat pasal ini.

Sesual dengan asas kebangsaan tersebut dalam pasa 1 UUPA maka
menurut pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA, hanya warga Negara indonesialah
yang mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik kepada orang asing dilarang
(pasal 26 ayat (2)). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai
yang luasnyaterbatas.

c. TerjadinyaHak Milik
Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemeberi ha katas

tanah yang diatur dalam UUPA, yang di dalam pasal 22 UUPA disebutkan:
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(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan
Pemerintah.
(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hak
milik terjadi karena:
a. Pendapatan pemerintah, menurut syarat-sayarat yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
b. Ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat contohnya seperti pembukaan
tanah. Tanah yang semula hutan, dibuka untuk dikerjakan oleh seseorang. Tetapi
dibukanya tanah itu sgja, hak milik atas tanah itu belumlah tercipta. Yang
mempunyai tanah baru yang mempunyai hak utama untuk menanami tanah itu.
Kalau tanah itu sudah di tanami, maka terciptalah hak pakai. Hak pakai ini lama-
kelamaan bias menjadi tumbuh hak milik karena usaha atau modal yang ditanam
oleh orang yang membuka tanah tadi. Disisni hak pakai bias tumbuh berubah
menjadi hak milik sekarang diakui sebagai hak milik menurut UUPA.°
d. Pembebasan

Pasa 24 UUPA menyebutkan bahwa penggunaan tanah hak milik oleh
bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal ini
memberikan kemungkinan untuk membebani hak milik dengan hak atas tanah
lain. Kebutuhan nyata dari masyarakat menuntut agar diberi kesempatan kepada
bukan pemilik untuk mempergunakan tanah hak milik adalah hak guna bangunan,
hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang.

Selain hak-hak atas tanah, hak milik juga dapat dibebani dengan hak
tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUPA bahwa hak milik dapat

dijadikan jaminan utang dengan di bebani hak tanggungan.

° Adrian Sutedi. “Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya”. Cetakan Keempat.
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 64.
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e. Peralihan

Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan
cara jua beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Hak tersebut
diatur dalam pasal 26:

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengewasannya diatur dengan peraturan
pemerintah.

(2) Setiap jua beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudakan untuk langsung atau tidak
langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang
warga Negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kerwarga negaraan asing atau kepada suatu badan hukum,
kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat
(2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jauh kepada negara, dengan
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik
tidak dapat dituntut kembali.

Orang asing dan badan hukum pada dasarnya tidak dapat menjadi subjek
hak milik. Oleh karena itu, peralihan hak milik kepada orang asing dan badan
hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jauh kepada Negara.

f. HapusnyaHak Milik
Menurut pasal 27, hak milik hapus apabila:
(1) Tanahnya jatuh kepada Negara;
(2) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
(3) Karena penyerahan dengan sukarelah oleh pemiliknya;
(4) Karenaditelantarkan;

(5) Karenaketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);
(6) Tanahnya musnah.
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Sebab-sebab jatuhnya tanah hak milik kepada Negara yang disebutkan
dalam pasa 27 itu kiranya bukan bersifat limitative, karena kita mengetahui
bahwa masih ada sebab-sebab lain. Hak milik juga hapus dan tanahnya menjadi
tandah Negara jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan
landreform yang mengenai pembatasan maksimum serta larangan pemilikan
tanah/pertanian secara absentee.

D. Macam Macam Kekuatan Hukum Alat Bukti Perdata
1. Kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijracht)

Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberi
kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan
(tegenbewijs) sehingga hakim akan memberikan akibat hukumnya.

Y ang digarisbawahi dalam hal kekuatan pembuktian sempurna ini
adalah aat bukti sudah tidak perlu dilengkapi dengan alat bukti lain, tetapi masih
memungkinkan pembuktian lawan.

2. Kekuatan pembuktian lemah (onvolledig bewijsracht)

Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak
memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat
hokum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan
pada alat bukti demikian itu harus ditolak.

3. Kekuatan pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijsracht)

Kekuatan sebagian ini memang sepintas lalu mirip dengan kekuatan

pembuktian lemah, tetapi berbedah. Apakah kekuatan pembuktian itu lemah atau

merupakan kekuatan pembuktian sebagian, tergantung daritanggapan tergugat.
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4. Kekuatan pembuktian menentukan (beslissende bewijsracht)

Kekuatan pembuktian yang sifatnya menentukan adalah kekuatan
pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama sekali. Jadi,
inilah bedanya dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang mash
memungkinkan pembuktian lawan.

5. Kekuatan pembuktian perlawanan (tegenbewijs atau kracht van tegen
bewijs)

Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari bukti yang

melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.™

% Achmad Ali & Wiwie Heryani, “Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata”, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2012. h. 79.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Lokas Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan
penelitian dengan memilih lokasi penelitian yuridikss PN Makassar dengan
pertimbangan dapat memudahkan penulis untuk mengadakan dan memperoleh
data yang diperlukan.
B. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data, maka penulis menggunakan
teknik pengumpulan melalui pengkajian berbagai referens yang relevan dengan
masalah yang di bahas, baik yang bersumber dari referens manual maupun dari
elektronik.
C. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridiksi normatif yakni pendekatan
Law in books.
D. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informas yang berkaitan dengan penelitian
ini, sumber data diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer yaitu:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27
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2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

4) Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas
Tanah.

5) Praturan Menteri Nergara AgararialK epala Badan Pertanahan Nasiona
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6) Rechtsreglement buitengewesten (RBg, atau Reglemen Daerah
Seberang: S 1927 Nomor 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura.

b) Bahan hukum sekunder yaitu literature, dokumen serta website tentang
hukum acara perdata Indonesia, hukum agrarian Indonesia, dan pendaftaran
tanah di Indonosia.

¢) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI.

E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis deduktif logis yaitu metode analisis
yang berdasarkan pada konsep-konsep teoritis yang bersifat fremis mayor untuk
mengaitkan dengan fremis minor dalam bentuk fakta hukum yang terungkap di

persidangan pengadilan



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Rincik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada aat bukti
yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan
berdasarkan aat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sgja, seperti yang
tercantum dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW, yang termasuk alat
bukti yang sah adalah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan,
pengakuan dan sumpah. Kata membuktikan dalam arti konvensionil. Di sinipun
membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak,
melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-
tingkatan.®

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 284
Rbg, dan 1866 BW, dapat diklasifikas, yaitu alat bukti langsung dan tidak
langsung. Alat bukti langsung digukan secara fislk oleh pihak yang
berkepentingan di depang persidangan, digjukan dan ditampilkan dalam proses
pemeriksaan secarafisik yang termasuk aat bukti langsung adalah aat bukti surat
dan saksi. Alat bukti tidak langsung digjukan tidak bersifat fisik, tetapi diperoleh
sebagai kessmpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan, yaitu alat

bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah. 2

! sudikno Mertokusumo. “Hukum Acara Perdata Indonesia”. Penerbit Liberty,
Yogyakarta, 2009, Edisi ke Delapan, h. 150.

2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Edisi
ke Sebelas, h. 557-558.
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Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305
Rbg, 138-147 Rv, dan 1867-1894 BW. Suatu alat bukti termasuk sebaga alat
bukti tertulis atau surat jika memenuhi tiga unsur, yang pertama, harus memuat
tanda-tanda bacaan, yang kedua, bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau
untuk buah pikiran seseorang, yang terakhir, sengaja dibuat untuk digunakan
sebagai pembuktian.®

Selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian
dalam proses perdata, pembuktian bertujuan menyelesaikan persengketaan antara
pihak yang berperkara, dengan jalan seadil-adilnya, dengan memberi kepastian
hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada
umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap
masyarakat.

Tulisan ditinjau dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti
memerlukan penjelasan ditinjau dari berbagai aspek, antara lain.*

1. Tanda bacaan, berupa aksara. Semua aksara diakui dan sah sebagai aksara
yang berfungs sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan
atau surat sebagai alat bukti.

2. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan. Agar aksara dapat berbentuk
menjadi tulisan atau surat maupun akta, harus disusun berbentuk kalimat
sebagal ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang

yang menginginkan pembuatannya, serta rangkaian kalimat itu sedemikian

* Achmad Ali & Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2012. h. 90-91

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Edisi
ke Sebelas, h. 559-561.
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rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh yang

membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.

3. Ditulis pada bahan tulisan, yang pada umumnya ditulis pada kertas, atau
bahan lain.

4. Ditanda tangani oleh pihak yang membuat. Suatu surat atau tulisan yang
memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak
ditanda tangani, tidaklah sempurna sebagai surat atau akta sehingga bukan
merupakan alat bukti surat yang sah.

5. Foto dan peta bukan tulisan, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi
sebagal tanda bacaan dan tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak
dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yang sah.

6. Mencantumkan tanggal, yang apabila suatu surat atau atkta tidak terdapat
tanggal penandatanganannya, maka ha itu dianggap cacat yang
melemahkan eksistensinya sebagal alat bukti. Hal ini disebabkan agar
memudahkan menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya,
sehingga tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak lawan untuk
menyangkal nya.

Didalam Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
rincik adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang disebut sebagai Petuk
pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10 Tahun 1961, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah

Pajak Bumi dan Bangunan.
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Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya,
yang dimana memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah.
Ha ini disebabkan karena pembuatan rincik dilakukan oleh pejabat daerah
setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui
keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-
macam.

Sebelum diberlakukannya UUPA, rincik merupakan bukti kepemilikan
hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA dan dengan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian
mempertegas keberadaan rincik atau Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil,
ketitir, atau Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961
hanya merupakan surat keterangan objek atas tanah, dimana rincik dapat
digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama untuk dibuatkan sertipikatnya
untuk pertamakali.

Rincik dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang
terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jikatidak dikuatkan dengan aat bukti lain,
rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya
penguasaan dan penggunaan atas tanah.

Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis
formal, rincik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah
berlakunya UUPA rincik tidak lagi diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah. Hal

ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960,
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tangga 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik bukan tanda
bukti hak atas tanah.

Setelah lahirnya UUPA, rincik sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti
kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan UUPA, bukti kepemilikan yang sah dan
terkuat adalah sertipikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas
tanah secara sistematik maupun sporadik. Dengan perkataan lain rincik tidak lagi
memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi
sebagal tanda bukti hak atas tanah, kecuali hanya sebagai aat keterangan objek
dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penjelasan literatur-
literatur terkait, rincik telah memenuhi unsur-unsur alat bukti tertulis atau surat
secarayuridis, karena:

1. Terdapat tanda bacaan berupa akksara

2. Mediapenulisan rincik menggunakann kertas

3. Memuat peristiwa pencatatan sebidang tanah

4. Terdapat kalimat penrnyataan yang menyatakan pencatatan dalam buku

Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah.

5. Terdapat tanda tangan Kepala Cabang Makassar atas nama Kepaa

Djawatan Pendaftaran Tanah Milik.

6. Terdapat tanggal pencatatan dalam buku Djawatan Pendaftaran Tanah

Milik Kantor Daerah.



B. Kekuatan Hukum Rincik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuktian
hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis
dan keterangan saksi dan/atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap
cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran sporadik.

Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian data
yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikas dalam
Pendaftaran Tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik. Atas dasar alat bukti dan berita acara
pengesahan, hak atas tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan
tidak ada sengketa, dilakukan pembukuan dalam buku tanah dan diterbitkan
sertipikat hak atas tanah.

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti rincik sga
tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fiskk dan data yuridis
lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan selama 20 (dua)
puluh tahun atau lebih secara berturut-turut atau terus-menerus. Dengan catatan
bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka
oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh
kessksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desalkelurahan yang

bersangkutan ataupun pihak lainnya.
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Terkait dengan studi kasus putusan Nomor 207/ PDT.G/2006/PN.
Makassar, berikut merupakan ulasan singkat tentang kasus posisinya:
Ince Baharuddin alias Baharuddin (selanjutnya disebut “penggugat 1) dan
Ince Rahmawati alias Rahmawati (selanjutnya disebut “penggugat 11””) yang
secara bersama-sama disebut “Para Penggugat” melawan PT. Pelindo IV
(selanjutnya disebut “Tergugat I””), PT. Pertamina VII (selanjutnya di sebut
“Tergugat 11”’), Pemerintah Kota Makassar (selanjutnya disebut “tergugat 111"”) dan
juga BPN Kota Makassar (selanjutnya disebut “tergugat 1VV’) serta melawan Haji
Andi Parenrengi (Selanjutnya disebut “Penggugat Intervensi I”) Talli Dg. Galla
dan Abdul Rajab Dg. Sarro (Penggugat Intervensi I1) yang berlangsung di PN.
Makassar.
1. Putusan PN. Makassar No 207/PDT .G/2006/PN.M akassar
a. Posisi Kasus/ Duduk Perkara
1) Bahwa Ince Koemala (Pr) meninggal dunia pada tahun 2000 di Balikpapan
dengan meninggalkan Penggugat |,Penggugat 11, dan Ince Ratha Farida (anak
kandung) sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta warisan berupa
beberapa persil tanah hak milik ada, yang terletak di wilayah kota makassar,
diantaranya persil Nomor 2 d Il — Kohir Nomor 57 C.1 tahun 1942, seluas
5,65 Ha, namun menurut Surat Kepala Kantor Pelayanan Pgjak Bumi dan
Bangunan Kota Makassar tanggal 1 juni 2006 tanah sengketa adalah seluas
60,669m2, terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah,
Kota Makassar yang dikenal setempat “ Lompok Bara’ Sapia” yang telah

dimilikinya sejak tahun 1942.
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Bahwa kemudian pada tahun 1958 pada saat diadakannya Pendaftaran
Sementara Hak-Hak Atas Tanah Indonesia, kembali Ince Koemala
Mendaftarkannya kepada pegabat yang berwenanng, dalam hal ini kepala
jabatan Pendaftaran Tanah Milik Makassar pada tahun1958.

Bahwa sebelum Indonesia merdeka, tanah sengketa adalah lokasi peternakan
sapi dari Ince Muhammad Saleh, ayah kandung dari Ince Koemala (kakek
Para Penggugat) peternakan tersebut dilengkapi dengan kandang sapi serta
rumah jaga, itulah sebabnya tanah sengketa digelar Lompok Bara’ Sapia.
Bahwa sebelum penyerahan kedaulatan dari pemerinta Hindia Belanda
kepada Pemerintah Republik Indonesia atau sekira tahun 1947,di atas tanah
sengketa, tanpa persetujuan Para penggugat sebagal pemilik yang sah, telah
dibangun tangka penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh NV.
Stanvac, Perusahaan Minyak Asing, yang dalam perkembangan kemudian
penguasaanya beralih kepada PT. Pertamina Unit Pemasaran Wilayah VII
Sulawesi (tergugat 111) dan menguasainya sampai sekarang.

Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut sampai dengan saat ini
belum pernah dilakukan pelepasan hak kepada orang lain, termasuk kepada
Tergugat |, Tergugat Il. Oleh karena Para Penggugat belum perna menerima
pembayaran uang ganti rugi atas tanah sengketa, namun tanpa sepengetahuan
Para Penggugat, Tergugat 1V telah serta merta menerbitkan Sertifikat Hak
Pengelolaan Lahan No. 1 Tahun 1994, tanggal 20 Desember 1993 atas nama
Tergugat | yang meliputi tanah sengketa, padahal Tergugat | tidak Pernah

menguasai secara langsung atau melakukan pembebasan hak atas tanah
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sengketa terhadap Alm. Ince Koemala in casu terhadap Para Penggugat
selaku pemiliknya

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994
atas namatergugat | oleh Tergugat IV atas tanah aquo tentunya atas ijin dari
Tergugat |11 selaku Pemerintah Kota Makassar dan bahkan telah memberikan
ijin mendirikan bangunan proyek-proyek tangka tambahan dan bangunan.
Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994
tanggal 20 Desember 1993 oleh Tergugat IV tanpa melakukan pembebasan
Hak dan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, adalah merupakan
perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak secara subjektif Para
Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi para penggugat sebagai pemilik
yang sah.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994
atas nama Tergugat |, oleh Tergugat 1V tanpa mengadakan pembebasan
hak/pelepasan hak milik tanah sengketa kepada Ince Koemala in casu Para
Penggugat selaku pemiliknya, sehingga Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
Nomor 1 Tahun 1994 tersebut cacat yuridis, yang berakibat hukum mengikat
terhadap Para Penggugat selaku pemiliknya.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994
tersebut, Tergugat | kemudian menyewakan tanah sengketa secara melawan

hukum kepadatergugat 11, yang berlaku sgjak tahun 1994 sampai sekarang
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10) Bahwa hasil sewa tanah sengketa telah dinikmati oleh Tergugat | dari
Tergugat 1l secara melawan hukum terhitung sgjak Tahun 1994 hingga
sekarang, yang sudah berlangsung.

11) Bahwa oleh, karena di atas tanah sengketa saat ini sudah berdiri/dibangun
bangunan tangka penimbunan BBM dan bangunan sarana pendukung lainnya
milik Tergugat Il bilamana mengalami hambatan untuk dikosongkan dan
dikembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan semula, maka Para
Penggugat menuntut uang ganti rugi atas tanah sengketa.

12) Bahwa menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) dari Kantor Pelayanan PBB Kota Makassar per tangga 1
juni 2006, perhitungan Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP) in casu tanah sengketa
sebesar Rp 2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per-meter
perseginya.

13) Bahwa meskipun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor PBB Makassar sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan
ribu rupiah) per meter persegi, akan tetapi realita di pasaran, nila jua tanah
sengketa lebih tinggi dari NJOP yang berlaku yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) Oleh karena patut Para Penggugat menuntut
Tergugat I1. Ganti rugi tanah sengketa sebesar 60,669 M2 x Rp. 3.500.000,00
= Rp. 212.446.500.000,00 (dua ratus dua belas milyar empat ratus empat
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

14) Bahwa Para Penggungat telah mengupayakan pendekatan kepada Tergugat |

dan Tergugat 11 guna penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, namun
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upaya Para Penggugat tersebut sia-sia belaka, karena tidak mendapat
tanggapan positif dari Tergugat | dan Trgugat Il sebaga pihak yang
berkepentingan dan menguasai |langsung atas tanah sengketa.

15) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini agar tidak sia-sia
(illusoir), maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Makassar, berkenan memerintah kepada Juru Sita untuk Meletakkan Sita
Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat | dan Tergugat
I1, yaitu baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

16) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada akta dan bukti-
bukti yang kuat dan outentik, sehingga kebenrannya tidak dapat disangkal
oleh Para Tergugat, maka patut pula jika putusan perkara ini dinyatakan
dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan atau kasasi
(Uit voerbaar bij voorraad).

b. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kedudukan dan Kekuatan
Hukum Rincik

- Menimbang, bahwa terhadap dalil pihak Penggugat (dalam perkara pokok)
tersebut Para Tergugat telah menyangkal karena menurut Tergugat | (dalam
perkara pokok) secara de facto tamah objek sengketa telah dikuasal sgjak
tahun 1922 dan secara de yure berdasarkan sertifikat HPL No. 1 / Ujung
Tanah dan kemudian Tergugat | menyewakan tanahobjek sengketa kepada
Tergugat 11 (dalam pokok perkara).

- Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Simana Boetaya (Rincik) yang memuat

catatan tanah yang terletak di Kampung Oedjung Tanah dengan Nomor 57 CI
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Persil 2 D |l adalah atas nama : Intje Koemala bin Intje Muh.Saleh dengan
nomor buku pendaftaran huruf C 57 Cl Desa Oedjung Tanah tertanggal 4 juli
1958, kedua bukti surat tersebut untuk membuktikan bahwa tanah yang
menjadi objek sengketa adalah tercatat atas nama Intje Koemala bin Muh.
Saleh dan atas tanah tersebut pernah dilakukan pendaftaran sementara pada
Kantor Pendaftaran Tanah Milik padatanggal 4 juli 1958.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Kepala Kantor Dinas Luar
Tingkat | Ipeda Ujung Pandang tertangga 8 Februari 1982 yang ditujukan
kepada ahli waris amarhum Intje Koemala bin Muh. Saleh membuktikan
bahwa menurut catatan buku rincik yang ada pada Kantor Ipeda Ujung
Pandang sampai  dengan tanggal 8 Februari tahun 1982 Persil Nomor 2 D |1
Kohir 57 ClI Kelurahan Ujung Tanah masih tercatat atas nama : Intje
Koemalabin Intje Muh.Saleh

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah surat yang dibuat oleh
Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat | Ipeda Ujung Pandang tertanggal 26
Februari 1980 mengenai Riwayat Tanah Wajib bayar lpeda, pada persil
Nomor : 2 D 11 dan 3adan 3b Kohir 57 Cl sampai dengan tanggal 26 februari
1980 adalah Intje Koemala bin Intje Muh. Saleh.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya pihak Tergugat
(dalam perkara pokok) telah mengaukan bukti-bukti berupa surat-surat
tanpa mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat T.[.2 / T.Il.1 Int.2 / Stb. 1922 Nomor 173

yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang memuat ketentuan
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batas wilayah Pelabuhan untuk membuktikan keberadaan Pelabuhan
Makassar sgjak tahun 1922.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV.2 / T.11.4 Int.2 yaitu Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 98/HPL/BPN/93
tertanggal 31 Me 1993 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Kepada
Perum.Pelabuhan 1V atas tanah di Ujung Pandang yang sekarang menjadi
objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas dasar Pemberian Hak Pengel olaan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) tersebut kemudian
diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 / Ujung Tanah yang
didalamnya berisi Buku Tanah dan Gambar Situasi Nomor : 45/ Tahun 1992
sebagaimanabukti T.1.3/ T.I1.1 Int.3

Menimbang, bahwa dalam mengusai tanah (objek sengketa) tersebut PT.
(Persero) Pelabuhan 1V Cabang Makassar telah digugat oleh pihak lain dan
dalam perkara itu PT (Persero) Pelabuhan tanah sengketa adalah tanah
Negara, sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 278
PK/Pdt/1994 dan putusan Mahkama Agung RI Nomor : 3008 K/Pdt/1991.
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan sebagai tanah
Pelabuhan tertanggal 21 Juli 2006 (T.1.8 / T.1I.1 Int.8) (T.1.7 / T.II-1 Int.7)
dan Surat Perjanjian Hak Sewa Atas Tanah Pelabuhan Nomor
5/KB.010/160/MS-94 (T.I1.1 / T.I1.2 Int.1) telah dibangun kerjasama antara
PT. (Persero) Pelabuhan 1V Cabang Makassar sebaga Hak dan PT.

Pertamina sebagai Penerima Hak atas sebagian tanah objek sengketa.
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- Menimbang, bahwa walaupun Penggugat (dalam perkara pokok) dengan
bukti suratnya telah dapat membuktikan surat-surat tersebut atas nama: Intje
Koemala bin Inje Muh. Saleh akan tetapi surat-surat yaitu Catatan Rincik
(Simana Boetaya) dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Sementara atas Tanah
Indonesia adalah merupakan bukti awal (Permulaan) dan bukan merupakan
bukti kepemilikan dan untuk membuktikan kepemilikan tersebut masih harus
ditambah dengan bukti-bukti lainnya, sedang saksi-saksi yang digjukan oleh
penggugat walaupun semuanya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek
sengketa adalah milik Intje Koemala akan tetapi pengetahuannya itu
semuanya diperoleh dari orangtua saksi (testemonium de anditu) keterangan
saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga pembuktian
dalil Penggugat dapat dipatahkan dengan adanya bukti yang digukan oleh
Pihak Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Pengelolaan yang merupakan alas
hak yang terkuat sepanjang tidak dapat dibuktikam sebaliknya.

- Menimbang, bahwatersebut di atas pihak Penggugat dengan bukti-bukti yang
di gjukan tidak dapat membuktikan dalil mengenai kepemilikan atas tanah
objek sengketa karena bukti-bukti tersebut telah dapat dipatahkan oleh bukti-
bukti yang di ajukan oleh pihak Tergugat-Tergugat (dalam perkara pokok)
dank arena itu pula tuntutan ganti rugi dan tuntutan / petitum selain dan
selebihnyatidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak.

- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang diuraikan di atas
meskipun nama Andi Baso Makkaraka tercatat dalam Surat Tanda

Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Simana Boetaya (sgjenis
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buku leter C), akan tetapi tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah
orang yang berhak / pemilik tanah yang bersangkutan karena bukti surat
tersebut hanyamerupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah
dengan bukti-bukti lainya.
Cc. Amar Putusan
Dalam Eksepsi
Dalam Perkara Pokok Tergugat
- Menolak Eksepsi Para Tergugat
Dalam Perkara Insidentil/ Intervensi |
- Menolak Eksepsi Para Tergugat
Dalam Perkara Insidentil/ Intervensi 11
- Menolak Eksepsi Para Tergugat
Dalam Pokok Perkara
Dalam Perkara Pokok
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada Pengguat yang diperhitungkan sebesar
Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah)
Dalam Perkara Insidentil / Intervensi |
- Mengabukan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian
- Menyatakan Penggugat Intervensi | adalah ahli waris dari a@marhum Andi
Baso Makkaraka Daeng Matteru

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi | untuk selain dan selebihnya



Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi | yang
diperhitungkan sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu
rupiah)

Dalam Perkara Insidentil/ Intervensi 11

Menolak gugatan Penggugat Intervensi |1 untuk seluruhnya

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi 11 yang
diperhitungkan sebesar Rp. 949.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu

rupiah)

d. Komentar Penulis

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar penulis berpendapat
bahwa pertimbangan hukum oleh maelis hakim PN. Makassar yang
memeriksa dan mengadili perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN. M akassar
telah keliruh dan salah menerapkan hukum. Menurut penulis berdasarkan
alat bukti P-1 berupa rincik Simanna Buttaya yang memuat catatan tanah
yang terletak di Kampung Ujung Tanah sesuai rincik No. 57 C.I persil No.
2 D Il addah atas nama Ince Koemala binti Ince Muhammad Saleh.
Majelis hakim berpendapat bahwa rincik hanya merupakan bukti awal
(Permulaan) dan bukan merupakan bukti kepemilikan dan untuk
membuktikan kepemilikan tersebut masih harus ditambah dengan bukti-
bukti lainnya, namun apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah
didaftarkan dalam pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang
sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna dan mengikat.
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Dan bukti P-2 yaitu surat pendaftaran Sementara Tanah Milik
Indonesia atas nama Ince Koemala binti Ince Muhammad Saleh sesuai
buku pendaftaran huruf C No. 57 C.I Desa Ujung Tanah tertanggal 4 Juli
1985, Bukti P-3 yaitu Surat Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat | Ipeda
Ujung Pandang tertanggal 8 Februari 1982 dan Bukti P-4 adalah surat
yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat | Ipeda Ujung
Pandang tertanggal 26 Februari 1980 mengenai riwayat tanah wajib bayar
ipeda pada persil No. 2 D 1l, 3a dan3b KohirNo. 57 C.I membuktikan
bahwa wajib bayar Ipeda yang pertama dan pembaharuan ukuran pada
tahun 1942 samapa dengan tanggal 26 Februari 1980 adalah Ince
Koemalabinti Inje Mohammad Saleh.

Kemudian, berdasarkan pada tahun 1958 hukum yang mengatur
pertanahan di Indonesia masih dualisme hukum, yaitu untuk tanah-tanah
hak barat berlaku Buku Il KUHPerdata (BW) sedang tanah-tanah yang
dikuasai oleh bangsa pribumi, terhadapnya berlaku hukum adat. Demikian
pula mengenai pendaftaran hak-hak atas tanah terjadi pula dualisme
hukum, bagi tanah-tanah ex hak barat pendaftaran melalui Instansi
Agraria, sedang tanah-tanah ha katas adat yang telah terdaftar dalam buku
Letter C.I (Buku Rincik) pada buku pembaharuan tahun 1942 diakui
sebagai hak milik adat.

Dan mengenai bukti T.1.2/T.Il.1berupa Staatblad Nederlandsch Indie
1922 Nomor 173 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebab alat

bukti tersebut hanya berupa foto copy / tanpa surat adli, sebagaimana
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dalam pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “kekuatan hukum

suatu surat ada pada aslinya”. Dan berdasarkan tanah sengketa milik para

Penggugat tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan pelepasan hak

kepada orang lain dan tergugat | tidak pernah menguasai secara langsung

atau melakukan pembebasan hak atas tanah sengketa terhadap Alm. Ince

Koemala

. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 293/ PDT/ 2008/ PT.

M akassar

a. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kedudukan Hukum dan
Kekuatan Hukum Rincik

- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
Putusan Pengadilan Negri Makassar, tertanggal 8 Januari 2008 Nomor
207/Pdt.G/2006/PN.MKS, Maelis Hakim Pengadilan Tinggi
sependapat  dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam
putusan No. 207/Pdt.G/2006/PN.MKS tersebut, selanjutnya diambil
alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi untuk memutus perkaraini dalam tingkat banding.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka
putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan

b. Amar putusan
M enerima permohonan banding dari Para Pembanding

- Semula Para Penggugat dalam perkara pokok
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- Semulapenggugat | dalam perkara Insidentil / Intervensi
- Menghukum Para Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara
masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak
Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)
c. Komentar Penulis
Di dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Nomor 293/ PDT/ 2008/
PT. Makassar menurut penulis Maelis Hakim tingkat banding tidak
mempertimbangkan duduk perkara dan bukti-bukti yang digjukan di
persidangan, tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap mengenal
pertimbangan-pertimbangan didalam  putusannya. Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi hanya mengatakan sependapat dengan pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 207/Pdt.G/2006/PN.MKS.
Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, Hakim tersebut
menguatkan pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
Padahal peran hakim untuk menggali dan menciptakan hukum
diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga lebih memfungsikan
yurisprudens sebagai sumber hukum di Indonesia. Putusan hakim yang
mendekati keadilan bukan putusan yang penalarannya menempatkan hakim
sebagal corong undang-undang melainkan hakim harus menafsirkan undang-
undang secara aktual. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus selalu
menggali dan menerapkan hukum yang telah ada dan menemukan hukum

yang baru sesuai dengan hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat
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pencari keadilan sebagai mana diatur didalam Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang K ekuasaan K ehakiman.
3. Putusan Kasass Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2919K/ Pdt/2009
a. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kedudukan Hukum dan
Kekuatan Hukum Rincik
- Menimbang bahwa untuk Pemohon Kasas Ill tersebut Muhammad
Ompo Massa, SH, atas nama Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati
dapat di benarkan, karena judex facti telah salah dalam menerapkan
hukum. Lagi pula pertimbangan hukum tidak cermat dan teliti dimana
sesual fakta persidangan yaitu bukti Pl berupa Simana Buttoya, yang
jelas memuat catatan tanah yang terletak di Ujung Tanah sesuai Rincik
No 57 CI persil No. 2 D Il adalah atas nama Ince Kumala binti Ince
Muhammad Saleh. Begitu pula dengan bukti P2 adalah berupa surat
tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang atas nama
Ince Kumala binti Ince Muhammad Saleh sesuai buku pendaftaran
huruf C No. 57 Cl Desa Ujung Tanah tanggal 4 juli 1958 yang
kemudian dihubungkan dengan bukti P3, surat Kepala Kantor Dinas
Luar Tingkat | Ipeda Ujung Pandang tanggal 8 Februari 1982 yang
ditujukan kepada ahli waris amarhum Ince Kumala binti Ince
Muhammad Saleh, Jelas menunjukkan bahwa Instans Pemerintah
yang berwenang tanggal 8 Februari 1982 persil No. 2 D Il Kohir No.

57 Cl Kelurahan Ujung Tanah masih tercatat atas nama Ince Kumala



49

binti Ince Muhammad Saleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak
pendaftaran wajib pajak ipeda yang pertama sampai dengan tanggal 8
Februari 1982 masih tetap tercatat atas nama Ince Kumala binti Ince
Muhammad Saleh (P3& P4) karena tanah sengketa tidak pernah
dipindah tangankan kepada orang lain.

Begitu pula dengan bukti P6 bahwa benar Pengguagat adalah ahli
waris dari Ince Kumalabinti Ince Muhammad Saleh namun judex facti
salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusan dikatakan
menolak keseluruhan gugatan Penggugat. Apalagi dengan keterangan
saksi yang mengetahui sendiri tentang keadaan tersebut yaitu Hamzah
Bunga, yang menerangkan bahwa ia semasa kecelinya sering bermain
bola di atas tanah sengketa dimana dahulunya terdapat bangunan NV.
Stanvac dan kandang sapi dari Ince Muhammad Saleh, orang tuadari
Ince Kumala. Sedang mengenai pertimbangan hukum T.1.2/TII.1
Intervensi 2 berupa Staad Blaad 1922 No 173 Bahwa tergugat | telah
menguasai tanah sengketa sgak tahun 1922, tidak dapat dibenarka
karena hanya sekedar foto copy, tidak dapat menunjukkan aslinya.
Apaagi tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah
menguasai objek sengketa sejak tahun 1922, karena lembaga tersebut
baru ada setelah merdeka.

Sehingga sekali lagi berdasarkan bukti P1,P2,P3,P4 dan P6, maka
menurut hukum, bahwa yang berhak atas tanah sengketa tersebut

adalah ahli waris Ince Kumala binti Ince Muhammad Saleh yaitu
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Pemohon Kasas. Sesuai dengan pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun
1960 Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang-undang.
Hali ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas
tanah.

b. Amar Putusan

- menolak permohonan kasas dari Pemohon Kasas | : ANDI
PARENRENGI dan Pemohon Kasasi Il : ABDUL RAJAB DG
SARRO tersebut.

- Mengabulkan permohonan kasas dai Pemohon Kasasi 1l : INCE

BAHARUDDIN aias BAHARUDDIN dan INCE RAHMAWATI
adias RAHMAWATI tersebut.

- Membatalkan  putusan Pengadilan Tinggi Makassar  No.
293/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 207/Pdt.G/2006/PN.MKS.
tanggal 8 Januari 2008

Dalam Eksepsi

- Menolak eksespsi para Penggugat/Terbanding tersebut

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian

- Menyatan menurut hukum Alm. Ince Koemala adalah pemilik sah atas
sebidang tanah sesuai yang tercantum dan diuraikan dalam persil

Nomor 2 D Il Kohir Nomor : 57 C1 Tahun 1942 seluas 60,669 m2,
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setidak-tidaknya seluas 5,65 Ha atas nama Alm. Ince Koemala terletak
di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
dikenal setempat “Lompok Bara’ Sapia”yang harus beralih kepada
para Penggugat dan Ince Ratna Farida selaku ahli warisnya.
Menyatakan perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Tergugat | yang dilakukan oleh
Tergugat 1V tanpa mengadakan pembebasan dan atau pembayaran
ganti rugi terlebih dahulu atas tanah sengketa kepada parapenggugat
adalah melawan hukum yang merugikan para penggugat.

Menyatakan perbuatan Tergugat Il menceritakan ijin mendirikan
bangunan terhadap Tergugat |l dalah sebagian perbuatan melawan
hukum dan melanggar hak para Penggugat.

Menyatakan perbuatan tergugat 1l menguasai tanah sengketa adalah
tanpa hak dan melawan hukum.

Menghukum pula Tergugat Il untuk membayar uang ganti rugi atas
tanah sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp. 140.000.000.000.00
(seratus empat puluh milyar rupiah) secaratunai.

Menghukum Tergugat |11 dan Tergugat 1V untuk menaati is putusan
ini.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menghukum Pemohon Kasasi | dan Il untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
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c. Komentar Penulis

Berdasarkan putusan Kasasi Mahkama Agung dikatakan bahwa,
Menyatakan menurut hukum Alm. Ince Koemala adalah pemilik sah atas
sebidang tanah sesuai yang tercantum dan diuraikan dalam persil Nomor 2
D 11 Kohir Nomor : 57 C1 Tahun 1942 seluas 60,669 m2, setidak-tidaknya
seluas 5,65 Ha atas nama Alm. Ince Koemala terletak di Kelurahan Ujung
Tanah, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dikena setempat
“Lompok Bara’ Sapia”yang harus beralih kepada para Penggugat dan Ince
Ratha Farida selaku ahli warisnya, dan menyatakan Sertifikat Hak
Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Tergugat | tidak
mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena secara formal alat bukti
tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebab alat bukti tersebut hanya
berupa foto copy / tanpa surat aslinya (pasal 1888 KUHPerdata), dan
secara material T.1.2/T.II/1 Intv 2 tidak dapat membuktikan bahwa
Tergugat | telah menguasai tanah sengketa sgjak tahun 1922 sebab tidak
secara lengkap/tegas menyebutkan berapa luas tanah dan batasan-batasan
tanah yang dikuasa oleh Pelabuhan Makassar sehingga tidak dapat
diketahui secara pasti apakah batasan-batasan tanah yang dikuasai
Pelabuhan Makassar mencangkup pula tanah sengketa. dan menurut
penulis bahwa aat bukti Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1
Tahun 1994 atas nama Tergugat | cacat yuridis sebab tanpa mengadakan
pembebasan dan atau pembayaran ganti rugi terlebih dahulu atas tanah

sengketa kepada para penggugat.
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Dari putusan Kasas Mahkama Agung tersebut membuktikan bahwa
adanya perbedaan pendapat, pertimbangan dan pandangan majelis hakim
Pengadilan Negeri Makassar, Pengedilan Tinggi dan Mahkama Agung
Republik Indonesia.

. Putusan Peninjauan Kembali Mahkama Agung Republik Indonesia
Nomor 321PK/Pdt/2012
a. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Kedudukan Hukum dan

Kekuatan Hukum Rincik
- Bahwa adasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Peninjauan Kembali tentang adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan

nyata tersebut tidak dibenarkan, oleh karena meneliti secara seksama

alasan-alasan peninjauan kembali dan jawaban atas peninjauan
kembali serta dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan judex
juris, ternyata tidak terdapat adanya kehilafan Hakim ataupun
kekeliruan yang nyata, alasan peninjauan kembali tersebut hanya
merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat antara Para Pemohon
Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dalam menilai fakta yang
terungkap dipersidangan maupun dalam menilai bukti yang diagjukan
dipersidangan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat dibenarkan
bahwa status tanah letter C (rincik) dalam hukum pembuktian adalah
merupakan permulaan yang masih harus didukung dengan alat-alat
bukti lainya, namun apabilah tanah letter C (rincik) tersebut telah

didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi



yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah milik sementara
pada instans yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah
tersebut menjadi aat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik
yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.
Bahwa aasan tentang adanya novum jugatidak dapat dibenarkan, oleh
karena novum bertanda PK-1 sampa dengan PK-10 tidak bersifat
menentukan sehingga alasan-alasan yang digjukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali I, Il dan 1l tersebut bukan aasan untuk
mengajukan permohonan penjauan kembali sebagai mana yang
dimaksud dalam pasa 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20009.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka
permohonan peninjauan kembali yang digjukan oleh Para Pemohon
Peninjauan Kembali PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), Caq.
PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH
VII SULAWESI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari
Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon
Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

pemeriksaan peninjauan kembali ini.
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- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkama Agung sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Amar Putusan

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para  Pemohon
Peninjauan Kembali : 1. PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), Caq.
PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH
SULAWESI, II. H. ANDI PARENRENGI, IIl. PT PELABUHAN
INDONESIA PUSAT (Persero) di JAKARTA Cg. PT PELABUHAN
INDONESIA IV MAKASSAR tersebuit.

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi Il, Pemohon Kasasi |, Termohon Kasas |/Tergugat I,
Penggugat Insidentil-Intervensi, Tergugat 1/Terbanding, Pembanding
Insidentil-Intervensi, Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan peninjauan kembali ini sgjumlah Rp. 2.500.000.00 (dua
jutalimaratus ribu rupiah).

c. Komentar Penulis
Berdasarkan putusan peninjauan Keembali di atas alasan-alasan

peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang
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adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan nyata tersebut tidak dibenarkan
dan alasan tentang adanya novum juga tidak dapat dibuktikan oleh karena
novum bertanda PK-1 sampai dengan PK-10 tidak bersifat menentukan
sedangkan pengertian novum itu sendiri merupakan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan dan belum pernah di hadirkan sebelumnya. Dalam
pasa 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkama Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dan menegenai aat bukti yang di
hadirkan hanya mengulang pembuktian sebelumnya yaitu Sertifikat Hak
Pengelolaan Nomor 1 tahun 1993 Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan
ujung Tanah,Kota Madya Ujung Pandang, Staatblad Nederlandsch Indie
1922 Nomor 173 dan lain-lain dinyatakan oleh hakim cacat yuridis.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim mengenai alat bukti letter C
(rincik) dalam hukum pembuktian adalah merupakan permulaan yang
masih harus didukung dengan aat-alat bukti lainya, namun apabilah tanah
letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik
sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran
tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat
pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan
sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

mengikat.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan pendlitian yang dilakukan, bahwa kedudukan hukum rincik
dalam kasus ini sebagai alat bukti surat.
2. Kekuatan Hukum pembuktian rincik sebagai alat bukti dalam perkara ini
adalah cukup dan mengikat karena di dukung oleh alat bukti pendaftaran
sementara.
B. Saran

Berdasarka hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kekurangan
dari prosedur pendaftaran tanah yang berdampak pada tidak terlindunginya hak-
hak pihak yang dirugikan dan bertambahnya sengketa tanah. Berikut beberapa
saran yang dianggap dapat memperkecil kemungkinan sebidang tanah
disengketakan:

1. Kurangnya kesadaran, pemahaman, disiplin dan pengawasan terhadap
pemohon/pendaftar atau pejabat yang berwenang dianggap memudahkan
terjadinya penyalagunaan jabatan dan kekuasaan seperti dalam studi kasus
diatas, jika hal seperti ini dapat diminimalisir dengan melakukan
pengawasan yang baik dan kesadaran bagi pihak yang terlibat, maka tidak
akan ada pihak yang saling mengkalim satu samalain.

2. Dikarenakan lamanya waktu yang dibutuhkan dan sulitnya mencari
keautentikan suatu sertipikat maupun akta yang dianggap rahasia namun

sebenarnya dibutuhkan publikasi yang meluas untuk itu, maka dibutuhkan
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3. suatu terobosan untuk mempermudah, bahkan mempercepat hal ini.

Contohnya dengan sistem online.
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Makassar, 22 Agustus 2016

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U.1/ Z4p [HKM/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,.MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . MUNAWIR ABDUL KAMAL

NIM : 10500112095

Fakultas/Jurusan : Syar’iah dan Hukum / limu Hukum

Alamat . JL. Todopuli VI

Judul Penelitian © “TINJAUAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN RINCIK

DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 207/ PDT.G/ 2006/ PN.MKS)”

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar,
sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016, dan
telah dibimbing oleh :

1. SUPARMAN NYOMPA, SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan -
dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aiauddin:,
Makassar tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : SI1.1/PP.00.9/2176/2016. .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

~PANITERA f

BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007
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KEMENTERIAN AGAMA
@),  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
ny FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

ALAUDDIN Kampusl :Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
........ Kampus 11 : JI. H. M.Yasin Limpo No. 36 Samata S ingguminasa — Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

HEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI’'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : “ll Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca . Surat Permohonan
Nama : Munawir Abdul Kamal
NIM : 10500112095
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2016
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : “Tinjauan Yuridis Kekutan Hukum Pembuktian Rincik dalam
Perkara Perdata (Studi Kasus No. 207/Pdt.G/2006/PN. Mks)”

Menimbang . a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian
Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa denEan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas,maka periu ditunjuk
Panitia dan enguji;
c. Bahwa mereka yaSgi tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
'F;grnraeéllltah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
ikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998
tentang Pemberian Kuasa dan Wewenan Manandaiarigam Surat Kegutusan-
4. N san Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin
assar,
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
meﬂgsﬁ«gama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin
akassar;

6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 ¢ Tahun 2013 tentang
Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

* MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama . Membentuk Panitia dan Penguiji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istigamah,S.H, M.H
Penguji | . Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Penguji 11 : Erlina, SH, M.H
Pelaksana : 1. Hj. Suriani, S.Sos, M.M
2. Nurhayati Wahid
Kedua . Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga . Segala bi?a X/arilgshmbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016; Sl .
Keempat . Keputusan ini mulai berlaku sejak tangl%al ditetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.

Samata
21 November 2016
s
OProf. DFf. Darussalam Syamsuddin, M.Ag W

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata — Gowa;
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
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ALAUDDIN Kampusl :Jalan Suitan Alauddin No. 63 Tip (0411) 864928-864930 Fax. 864923
“ A ----- Kampusll : JI. H. M.YasinLimpo No. 36 SamataSuneeuminasa — GowaTelp. 841879 Fax 8221400

HEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor :40 Tahun 2016

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2016
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :
Membaca . Surat Permohonan
Nama : Munawie Abdul Kamal
NIM : 10500112095
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 5 Desember 2016
Prihal : Ujian Munagasyah/Skripsi
Judul : “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik
dalam Perkara Perdata (Studi Kasus No. 207/PDT.G /2006/
PN.Mks)”
Menimbang a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian
Munagasyah/Skripsi; . -
b. Bahwa denﬁan texgenuhipya persyaratan dan ketentuan di atas,maka perlu ditunjuk
Panitia dan n Penguiji;

c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandan
cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud. ¥

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Eemdeiaiﬂlah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
endidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998
tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4, ﬁe utusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin
akassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tgntapg Perubahan Atas Peraturan
melr(ltn Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin
akassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 ¢ Tahun 2013 tentang
Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguiji Ujian Munaqgasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua . Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris . Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
Penguiji | : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Penguji 11 : Erlina, S.H, M.H
Pelaksana : 1. Dra. Hj. Suharti, M.Pd

2. Nasirah Asri, S.Kom

Ujian Munaqasyah/Skripsi . -
etiga : Segala biaga R;an timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016; . .
Keempat . Keputusan ini mulai berlaku seLak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.

Samata
30 November 2016

/

Syamsuddin, M.Ag Z
1003

Tembususan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;
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